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ABSTRAK 
 

KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  

18/PUU-XVII/2019 MENGENAI YUDISIAL REVIEW TERHADAP  

UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 

TENTANG JAMINAN FIDUSIA 
 

OLEH: 

RIZKI IMAM FIRMANSYAH 

618110021 

 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi 

debitur dengan objek Jaminan Fidusia terhadap wanprestasi menurut Undang-undang 

Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 2) Untuk mengetahui kajian yuridis 

terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 mengenai 

yudisial review terhadap Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Metode pendekatan 

yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) dan 

Pendekatan Kasus (Case Approach). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah: 

Bahan hukum primer meliputi peraturan Perundang-undangan dan segala dokumen 

resmi yang memuat ketentuan hukum, bahan hukum sekunder yang diperoleh atau 

didapatkan dari Undang-undang, hasil penelitian, buku, pendapat hukum. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memeriksa dan 

menelusuri dokumen atau kepustakaan. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini 

dianalisis secara sistematis dan menjelaskan permasalahan dalam  penelitian sesuai 

dengan  fakta yang sebenarnya secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Debitur 

dengan Objek Jaminan Fidusia terhadap Wanprestasi Menurut Undang-undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa melayangkan eksekusi yang 

menjadi objek jaminan fidusia sepanjang terjadinya kesepakatan antara kedua belah 

pihak. Sebelum objek jaminan itu ditarik maka kreditur akan mengirimkan surat 

peringatan (Somasi) diberikan kepada debitur. Setelah objek jaminan sudah ditarik 

maka harus diumumkan didalam surat kabar minimal 2 (dua) minggu sebelum proses 

pelaksanaan penjualan, debitur yang wanprestasi maka benda jaminan fidusia dapat 

dijual di muka umum atau dilelang. 2) Kajian Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 Mengenai Yudisial Review Terhadap Undang-

undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa kewenangan ekslusif 

yang dimiliki oleh penerima hak Fidusia, tetap melekat sepanjang tidak terdapat 

permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi Fidusia telah cidera 

janji, dan debitur secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia.  
 

Kata Kunci: Kajian Yuridis, Putusan Mahkamah Konstitusi, Yudisial Review, 

Jaminan Fidusia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Konsep hukum jaminan fidusia berawal dari praktik masyarakat Romawi yang 

memperkenalkan sistem utang  dalam bentuk kontrak hipotek. Praktik ini  menjadi 

kerangka norma fidusia dan diadopsi di Prancis, Belanda, dan Indonesia sebagai 

bentuk penerapan concordantie-beginsel. Norma ini telah berkembang menjadi 

norma baru yang menyerukan sistem kepercayaan sebagai sistem hukum untuk 

keamanan material. Jika fasilitas fidusia berarti bahwa barang jaminan itu dititipkan 

oleh debitur.
1
 

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda fiducia, namun dalam bahasa 

Inggris disebut fiduciary transfer of ownership yang artinya kepercayaan. Keberadaan 

fidusia di Indonesia tidak terlepas dari status Indonesia sebagai  jajahan Belanda dan 

Belanda menerapkan hukum yang sama dengan yang berlaku di Belanda.  

Di Negara Belanda sendiri pemberlakuan hukum fidusia adalah berdasarkan 

keputusan Hakim Hope Rad Bierbrouw crij Arrest  tanggal 25 Januari 1929.
2
 

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda yang menjadi objek jaminan, yang 

tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan 

hutang tertentu (Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang 

Jaminan Fidusia). Pihak yang berperan dalam jaminan fidusia adalah  kreditur 

                                                           
1
Andhik∂.d.f. Tinj∂u∂n Sej∂r∂h Fidusi∂ Di Indonesi∂.Jurn∂l Repertoriu.2017.Vol. IV. No.1 

2
ibid 
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sebagai  penerima hak dan debitur sebagai pemberi hak. Menurut Pasal 1 Ayat 5 

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia 

adalah orang perseorangan atau  korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan 

fidusia. Menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang 

Jaminan Fidusia, penerima fidusia adalah pihak yang mempunyai pihutang karena 

perjanjian atau Undang-undang. Jaminan fidusia adalah jaminan berdasarkan 

kepercayaan antara para pihak, dan subjek jaminan berada di bawah kendali pemilik 

(debitur) barang. Kreditur berkeyakinan bahwa  debitur tidak akan menyalahgunakan 

objek jaminan untuk perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditur, 

meskipun barang perwalian dikuasai oleh debitur.
3
 

Jaminan Fidusia adalah pemindahan hak milik atas suatu benda yang 

pendaftaran kepemilikannya masih berada di tangan pemilik benda tersebut. Jaminan 

fidusia juga dapat diartikan sebagai suatu pengaturan hutang  kreditur kepada debitur 

oleh penjamin pada saat penjamin masih dititipkan kepada penjamin, tetapi juga 

menjamin kepastian hukum bagi maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan 

didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Setidaknya ada dua orang yang 

menunjukkan kepada semua orang bahwa Anda sendiri tidak setuju dengan 

mereka.Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan individu untuk keuntungan mereka 

sendiri tidak termasuk dalam lingkup persetujuan.
4
 

                                                           
3
Riky Rust∂m. Hukum J∂min∂n.  (Yogy∂k∂rt∂: UII Press, 2017). H∂l. 76 

4
Kh∂irin∂  N. K∂m∂ruz∂m∂n. B. Perj∂nji∂n d∂n J∂min∂n Fidusi∂.Perj∂nji∂n fidusi∂. 2018. Vol: 

4. H∂l.1 
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Pelaksanaan jaminan fidusia antara kreditur dan debitur tidak selalu berjalan 

dengan baik. Dalam prakteknya, konflik dan perselisihan sering muncul antara 

kreditur dan debitur mengenai wanprestasi. Pada tahun 2019, timbul perselisihan 

antara kreditur dengan debitur karena debitur tidak sepakat untuk melaksanakan 

tunggakan kreditur. Gugatan dimulai dengan  seorang debitur  memberikan hak 

fidusia kepada kreditur untuk membiayai pembelian kendaraan roda empat. Debitur 

wajib membayar kembali utangnya kepada kreditur sebesar Rp.222.696.000,00 (dua 

ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan tempo 

waktu selama 35 bulan terhitung sejak 18 November 2016.
5
 

Sejak tanggal 18 November sampai dengan 18 Juli 2017, debitur dengan patuh 

membayar cicilan. Pada bulan November 2017, PT ASF (lembaga jaminan fidusia) 

melakukan sita atau penarikan paksa terhadap objek jaminan fidusia tersebut dengan 

dalil wanprestasi. Kasus tersebut berlanjut hingga ke Mahkamah Konstitusi untuk 

dilakukan pengujian. Menurut para pemohon ketentuan yang ada dalam Pasal 15 

Ayat 2 dan Ayat 3  Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 

bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 khususnya Pasal 1 Ayat 3, Pasal 27 

Ayat 1, Pasal 28D Ayat 1, Pasal 28G Ayat 1, dan Pasal 28H Ayat 4. Oleh karena itu, 

Mahkamah Konstitusi meninjau kembali putusan tentang jaminan fidusia sebagai 

                                                           
5
Stef∂nus Arief Seti∂ji, Toyot∂ Alph∂rd dit∂rik Le∂sing.Konsumen Uji M∂teri Und∂ng-und∂ng 

J∂min∂n Fidusi∂, https://kabar24.bisnis.com/read/20190313/16/899212/toyota-alphard-ditarik-

leasing-konsumen-uji-materi-uu-jaminan-fidusia- , Di∂kses 19 Juli 2022. 

https://kabar24.bisnis.com/read/20190313/16/899212/toyota-alphard-ditarik-leasing-konsumen-uji-materi-uu-jaminan-fidusia-
https://kabar24.bisnis.com/read/20190313/16/899212/toyota-alphard-ditarik-leasing-konsumen-uji-materi-uu-jaminan-fidusia-
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lembaga negara tertinggi yang berwenang menguji undang-undang yang bertentangan 

dengan UUD 1945.6 

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 

18/PUU-XVII/2019 pada Pasal 15 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-undang Nomor 42 

Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pasal 15 Ayat 2 Undang-undang Nomor 42 

Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia berbunyi “Sertifikat Jaminan Fidusia 

sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama 

dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pasal 15 

Ayat 3 Undang-undang Jaminan Fidusia berbunyi “Apabila Debitur cidera janji, 

Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan 

Fidusia atas kekuasaannya sendiri”. 

Dalam Pasal 15 Ayat 2 menjelaskan bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi 

terhadap benda atau objek jaminan fidusia saat debitur wanprestasi dengan sertifikat 

jaminan fidusia. Pengertian kekuasaan eksekutif adalah bahwa kekuasaan itu dapat 

dilaksanakan secara langsung tanpa intervensi yudisial, bersifat final, dan  mengikat 

para pihak untuk melaksanakan keputusan tersebut.
7
 

Tidak semua orang atau pihak akan menerima keputusan kasus tersebut dan 

tentu ada pro dan kontra. Pihak yang merasa diuntungkan dari suatu keputusan dalam 

                                                           
6
CNN, Putus∂n MK, Pen∂rikan B∂r∂ng Le∂sing H∂rus Mel∂lui Peng∂dil∂n. 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200113112552-12-464820/putusan-mk-penarikan-barang-

leasing-harus-melalui-pengadilan.  Di∂kses 19 Juli 2022. 

 
7
Iso Dius Hut∂uruk. “An∂lisi Yuridis Terh∂d∂p Akib∂t Hukum Putus∂n M∂hk∂m∂h Konstitusi 

Republik Indonesi∂ Nomor 18/PPU-XVII B∂giu Penerim∂ H∂k Fidusi∂ Kreditur”. (Universit∂s Atm∂ 

J∂y∂ Yogy∂k∂rt∂,2020) 

 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200113112552-12-464820/putusan-mk-penarikan-barang-leasing-harus-melalui-pengadilan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200113112552-12-464820/putusan-mk-penarikan-barang-leasing-harus-melalui-pengadilan
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suatu perkara harus bersedia menerimanya, sedangkan pihak yang dirugikan oleh 

keputusan tersebut mungkin akan kecewa atau bahkan tidak mau menerimanya. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 salah 

satu putusan yang menuai banyak kritikan atau komentar dari pihak yang pro dan 

kontra atas putusan tersebut. Amar Putusan yang menuai banyak pro kontra yang 

terdapat pada Pasal 15 Ayat 2 beserta penjelasannya dan Ayat 3 UU Fidusia 

bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai 

sebagaimana tafsir yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang 

dimuat dalam Putusan Nomor 2  berbunyi “Menyatakan Pasal 15 Ayat 2 Undang-

undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu sepanjang frasa 

“Kekuatan Eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 “Dalam 

hal suatu ikatan fidusia tidak disepakati wanprestasi (non-performance) dan debitur 

berkeberatan atas penyerahan secara sukarela benda sebagai jaminan fidusia, maka 

segala mekanisme dan prosedur hukum mempunyai akibat hukum yang tetap. fidusia 

dan sertifikat jaminan akan diberlakukan dan diterapkan, seperti halnya penegakan 

keputusan pengadilan. 

Selain itu, pada putusan Nomor 3 berbunyi “Menyatakan Pasal 15 Ayat 3 

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa 

“cidera janji” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan diartikan bahwa “adanya wanprestasi tidak ditetapkan secara sepihak 
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oleh obligee, tetapi dibuat atas dasar kesepakatan antara obligee dan debitur atau atas 

dasar upaya hukum.” tidak mengikat secara hukum kecuali ditentukan lain. 

memberikan penetapan bahwa ada pelanggaran kontrak”.  

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai Kajian Yuridis Penerapan Pelaksanaan Pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. 

B. Rumusan Masalah 

Dengan latar belakang masalah di atas, masalah  penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi debitur dengan objek Jaminan 

Fidusia terhadap wanprestasi menurut Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia? 

2. Bagaimana kajian yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-

XVII/2019 mengenai yudisial review terhadap Undang-undang Nomor 42 tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan  rumusan masalah yang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi debitur dengan objek Jaminan 

Fidusia terhadap wanprestasi menurut Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia. 

2. Untuk mengetahui kajian yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

18/PPU-XVII/2019 mengenai yudisial review terhadap Undang-undang Nomor 42 

tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini ialah: 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperluas pengetahuan 

hukum di sektor swasta, khususnya di bidang hukum penjaminan. Hal ini 

bertujuan untuk mengembangkan ilmu-ilmu hukum pada umumnya dan  bidang 

hukum khusus yang berkaitan dengan fidusia pada khususnya. Khususnya 

mengenai kasus-kasus yang saat ini  terjadi di masyarakat, yaitu keterikatan atau 

keterikatan oleh kreditur dalam hal debitur wanprestasi. 

2. Manfaat Praktis 

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah  dapat memberikan wawasan kepada 

setiap orang yang membaca penelitian ini, khususnya para kreditur dan debitur, 

termasuk peneliti itu sendiri.  

3. Manfaat Akademis  

Hasil dari  penelitian dijadikan sebagai persyaratan untuk mencapai gelar 

sarjana strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Mantaram. 
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E. Orisinalitas / Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Rumusan Masalah Hasil Penelitian 

1 Harum 

Mudrikah 

Mahsun 

Analisa 

Yuridis 

putusan MK 

NO.18/PUU

-XVII/2019 

Tentang 

Cidera Janji 

Dalam 

Perjanjian 

Fidusia 

1. Putusan MK 

No.18/PUU-

XVII/2019 

tentang cidera 

janji dalam 

perjanjian 

Bagaimana 

analisis yuridis 

terhadap 

putusan MK 

NO.18/PUU-

XVII/2019 

tentang cidera 

janji dalam 

perjanjian 

fidusia? 

2. Bagaimana 

implikasi 

yuridis terhadap 

fidusia? 

Putusan MK tersebut tidak 

menciptakan rasa keadilan 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27(1) dan 

28D(1) UUD 1945. Sebab, 

putusan MK tidak sejalan 

dengan pemberian hak 

eksklusif kepada debitur. 

Seiring dengan ketentuan 

Fatwa DSN MUI terkait 

Rahn Tasjily yang gagal 

dalam konsep “Adl” terkait 

asas persamaan karena 

masih ada pihak yang belum 

mendapatkan hak 

perlindungan hukum. (2) 

Keputusan ini akan 

mempengaruhi berbagai 

pihak, terutama pengadilan, 

yang  sering menerima 

permintaan penegakan 

hukum. Prosedurnya 

panjang dan  notaris harus 

menambahkan rincian dan 

klarifikasi tentang klausul 

default. 
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2 Iso Dius 

Hutauruk 

Analisis 

Yuridis 

Terhadap 

Akibat 

Hukum 

Putusan 

Mahkamah 

Konstitusi 

Republik 

Indonesia 

Nomor  

18/PUUXV

II/2019 

Bagi 

Penerima 

Hak Fidusia 

(Kreditur) 

Apa akibat hukum 

dari putusan 

Mahkamah 

Konstitusi 

Republik Indonesia 

Nomor 18/PUU-

XVII/2019 bagi 

penerima hak 

(kreditur) jaminan 

fidusia? 

Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 18/PUU-

XVII/2019 ini memiliki 

beberapa implikasi hukum 

bagi kreditur. Berdasarkan 

putusan ini, seorang kreditur 

tidak dapat secara sepihak 

memaksakan subjek 

jaminan fidusia jika debitur 

wanprestasi. Kreditur baru 

dapat menegakkan hukum 

jika debitur mengakui atau 

menyetujui 

wanprestasi/pelanggaran 

dan dengan sukarela 

melepaskan agunannya. 

Dalam hal ini, akan 

diputuskan di pengadilan 

untuk menentukan apakah 

ada penundaan pembayaran. 

Oleh karena itu, kreditur 

harus menunggu lebih lama 

untuk memperoleh hak 

untuk mewujudkan tujuan 

dari jaminan fidusia. 

3 Dinda 

Laras yu 

Pratiwi 

Efektivitas 

kekuatan 

Eksekutoria

1. Bagaimana 

pertimbangan 

Majelis Hakim 

Berdasarkan pertimbangan 

dan putusan MK dalam 

Putusan MK Nomor 
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l Pada 

Sertifikat 

Jaminan 

Fidusia 

Pasca 

Putusan 

Mahkamah 

Konstitusi 

Nomor 

18/PUU-

XVII/2019 

Konstitusi 

dalam 

memutus 

perkara 

Sertifikat 

Jaminan 

FIdusia yang 

tidak memiliki 

kekuatan 

eksekutorial?  

2. Bagaimana 

efektivitas 

kekuatan 

eksekutorial 

pada Sertifikat 

Jaminan 

Fidusia pasca 

Putusan MK 

Nomor 

18/PUU-

XVII/2019?  

 

18/PUU-XVII/2019, MK 

menerapkan asas keadilan 

dan  kepastian hukum guna 

memperoleh manfaat dan 

penyelesaian hukum. Hal-

hal yang terkait dengan 

kedua prinsip ini menyadari 

apa yang selama ini sangat 

sulit dicapai dalam 

penerapan Pasal 15(2) dan 

15(3) UU Perwalian dan 

Penjaminan. Penerapan asas 

keadilan itu sendiri dapat 

dilihat pada kenyataan 

bahwa Mahkamah 

Konstitusi telah 

memutuskan bahwa 

pengenaan “pelanggaran 

janji”, yang semula hanya 

dilakukan oleh kreditur, 

harus ditiadakan dengan 

kesepakatan dengan debitur. 

"Berkuasa Penuh" milik 

kreditur. Asas kepastian 

hukum itu sendiri muncul 

dari putusan Senat 

Mahkamah Konstitusi  

bahwa jika surat jaminan 
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wali disamakan dengan 

putusan pengadilan, harus 

melalui prosedur 

permohonan yang diatur di 

pengadilan negeri.  

  196 HIR dan 208RBg.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat suatu 

badan hukum serta pengakuan terhadap hak asasi manusia, berdasarkan ketentuan 

kewenangan hukum  atau sebagai seperangkat aturan atau kaidah yang  dapat 

melindungi suatu hal dari hal lainnya. Sejauh menyangkut konsumen, ini berarti 

bahwa hukum melindungi hak-hak pelanggan agar tidak dilanggar. Perlindungan 

hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap  hak asasi manusia yang 

dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan agar masyarakat  dapat 

menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan 

hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh hukum. Memperoleh 

perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman fisik 

dan psikis dari gangguan dan  ancaman  pihak manapun.
8
 

Perlindungan hukum merupakan konsep  universal dari negara hukum. 

Perlindungan hukum pada dasarnya ada dalam dua bentuk yaitu perlindungan hukum 

preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum kehati-hatian sangat 

berarti bagi tindakan negara yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena 

keberadaannya mendorong negara untuk mengambil keputusan yang bijaksana. 

                                                           
8
S∂tjipto R∂h∂rdjo. Penyelengg∂r∂∂n Ke∂dil∂n d∂l∂m M∂sy∂r∂k∂t y∂ng Sed∂ng Berub∂h.Jurn∂l 

M∂s∂l∂h Hukum.Vol.10, 1993. H∂l.74  
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pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan terakhir berupa  sanksi atas 

pelanggaran yang  dilakukan.
9
 

B. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.
10

 Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa peradilan adalah 

kekuasaan yang merdeka yang bertanggung jawab menyelenggarakan peradilan untuk 

menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh  

Mahkamah Agung dan badan peradilan afiliasinya serta Mahkamah Konstitusi 

berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi merupakan 

badan kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi adalah 

badan peradilan yang dibentuk untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan sesuai 

dengan kewenangannya. 

Fungsi Mahkamah Konstitusi dilaksanakan melalui kewenangannya untuk 

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan 

konstitusional. Setiap putusan MK itu sendiri merupakan interpretasi dari Konstitusi. 

Dengan  latar belakang tersebut, setidaknya ada lima fungsi yang relevan dengan 

keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dijalankan melalui kewenangannya, yaitu 

sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution), penafsir final konstitusi 

(the final interpreter of the constitution), pelindung hak asasi manusia (the protector 

                                                           
9
S∂tjipto R∂h∂rdjo. Ilmu Hukum, PT. Citr∂ Adity∂ B∂kti, B∂ndung, 2000. H∂l.54 

10
Luthfi Wid∂gdo. Penyeles∂i∂n Sengket∂ Kewen∂ng∂n Lemb∂g∂ Neg∂r∂ oleh M∂hk∂m∂h 

Konstitusi.Jurn∂l Konstitusi. 2010. Vol: 7. H∂l. 2 
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of human right), pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the 

citizen’s constitutional right), dan pelindung demokrasi (the protector of 

democracy).
11

 

Berdasarkan Pasal 24C Ayat 1 dan  2 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang: 

1. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengeluarkan putusan pada tingkat 

pertama dan terakhir, menguji undang-undang yang inkonstitusional, dan 

memutuskan perselisihan tentang kekuasaan organ negara. Kontroversi 

Keputusan Konstitusi Partai Politik dan Hasil Pemilu.  

2. Mahkamah Konstitusi wajib memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas 

dugaan pelanggaran konstitusi oleh Presiden dan Wakil Presiden.  

Selanjutnya, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi secara khusus mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi 

sebagai berikut: 

1. Menguji Undang-undang terhadap UUD NKRI 1945.  

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh UUD NKRI 1945.  

3. Memutus pembubaran partai politik. 

4. Memutus sengketa tentang hasil Pemilu. 

5. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan 

Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah 

melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, 

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan 

                                                           
11

Ayu Desi∂n∂. An∂lisis Kewen∂ng∂n M∂hk∂m∂h Konstitusi D∂l∂m Mengelu∂rk∂n Putus∂n 

Y∂ng Bersif∂t Ultr∂ Petit∂ Berd∂s∂rk∂n Und∂ng-und∂ng Nomor 24 T∂hun 2003.(M∂j∂l∂h Hukum Forum 

Ak∂demik, 2014). H∂l. 50 
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tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana 

dimaksud dalam UUD NKRI 1945.  

 

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, kewenangan  Mahkamah Konstitusi tidak 

berbeda jauh  dengan  yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, tetapi ketentuan pasal di atas merinci tugas MK. Mahkamah 

Konstitusi memutus pendapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menduga 

Presiden dan/atau Wakil Presiden  telah melakukan pelanggaran hukum berupa 

makar, korupsi, penyuapan, atau kejahatan berat lainnya atau perbuatan memalukan 

terhadap Negara. wajib melakukannya. Tidak lagi memenuhi persyaratan Presiden 

dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Dalam perkembangannya, beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi baru-baru ini diubah beberapa kali  

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Keputusan Keputusan dan 

diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 2. Perubahan  atas 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Mahkamah Konstitusi  

juga dianggap dan dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

C. Yudisial Riview 

Dalam kamus besar bahasa Inggris, yudisial diartikan sebagai memiliki hak 

untuk berdiri di pengadilan, dan yudisial diartikan sebagai yudikatif. Judicial review 

(hak untuk melakukan judicial review) adalah kekuasaan lembaga yudikatif untuk 
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menguji efektifitas dan kinerja produk legitimasi yang dibuat oleh badan eksekutif, 

legislatif, dan yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku.
12

 Awal berdirinya 

Mahkamah Konstitusi tidak lepas dari perkembangan konstitusi mengenai 

pemeriksaan produk hukum oleh badan peradilan atau kontrol peradilan. Dorongan 

pertama munculnya judicial review adalah  keputusan Mahkamah Agung Amerika 

Serikat (MA AS) di Marbury v. Madison pada tahun 1803.
13

 

Sepanjang sejarah hukum  beberapa negara, kita tahu bahwa prinsip-prinsip 

judicial review berbeda-beda di setiap negara. Sebagai contoh, Inggris dan Amerika 

Serikat memiliki sistem hukum yang sama dengan sistem common law, tetapi 

memiliki pandangan yang berbeda tentang doktrin judicial review. Hal ini juga terjadi 

di beberapa negara lain seperti  Perancis, Belanda, Austria, Belgia dan Amerika 

Latin.  

Yurisprudensi memperkenalkan dua model judicial review:
14

 

a. Judicial Review bidang pengadilan  

b. Judicial Review bidang konstitusi  

Peninjauan kembali di bidang peradilan, antara lain, pemeriksaan ulang 

terhadap putusan Mahkamah Agung dengan alasan yang memuat kesalahan  

penerapan undang-undang oleh hakim yudisial, sehingga hakim  Mahkamah Agung 

dapat menerapkan undang-undang tersebut. dapat diuji secara praktis. Mahkamah 

                                                           
12

Di∂n Rosit∂w∂ti. Seri B∂h∂n B∂c∂∂n Kursus HAM untuk Peng∂c∂r∂, Materi: Mek∂nisme 

Judici∂l Review. (J∂k∂rt∂: Lemb∂g∂ Studi d∂n Advok∂si M∂sy∂r∂k∂t, 2005). H∂l.1 
13

M∂ru∂r∂r Si∂h∂∂n. Hukum Ac∂r∂M∂hk∂m∂h Konstitusi Republik Indonesi∂. (J∂k∂rt∂: Sin∂r 

Gr∂fik∂, 2015). H∂l. 23 
14

Ibid 
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Agung Republik Indonesia memiliki kekuasaan pengujian materiil, tetapi hanya 

terbatas pada kewenangan  pengujian substantif undang-undang dan peraturan 

perundang-undangan. 

Peninjauan kembali di bidang hukum tata negara adalah  pengujian dan/atau 

pemeriksaan oleh  badan kekuasaan negara untuk  membatalkan keputusan legislatif 

(legislatif) dan/atau badan pemerintah (eksekutif). Peninjauan kembali di bidang ini  

menjadi tanggung jawab Mahkamah Konstitusi Indonesia. 

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam bidang judicial review 

ditujukan untuk menguji undang-undang yang secara formil dan substantif 

inkonstitusional, yang biasa disebut dengan pengujian konstitusional. Alasan 

pengujian konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Pasal 24C Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya diatur dalam 

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan 

Perubahannya Undang-Undang Nomor 8. Aku disini. 2011. 

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk melakukan uji materi 

hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan dalam arti Basah yang muncul 

setelah  amandemen UUD NRI. Undang-undang sebelumnya  tidak menjadi 

kewenangan MK untuk melakukan uji materi, namun  fakta empiris menunjukkan 

bahwa MK melakukan terobosan dengan menjunjung tinggi konstitusionalisme.
15

 

 

                                                           
15

Nurul Q∂m∂r. Kewen∂ng∂n Yudici∂l Review M∂hk∂m∂h Konstitusi. (Jurn∂l Konstitusi. 2012. 

Vol. 1. No.1).H∂l. 2-3 
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D. Jaminan Fidusia 

Pasal 1(2) Undang-Undang Jaminan Kerahasiaan menyatakan sebagai berikut. 

April 1996  Hak di bawah penguasaan pemberi wali amanat sebagai tanggungan 

untuk pelunasan utang tertentu, dengan mengutamakan penerima wali amanat di atas 

kreditur lainnya. Sejak lahirnya jaminan fidusia ini sudah sangat dekat dengan 

teknologi. Dalam sistem hukum Belanda lama, di Indonesia, jaminan atas barang 

pribadi hanyalah jaminan dan jaminan untuk  barang tidak bergerak adalah hipotek.
16

 

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, jaminan ini dimaksudkan untuk 

menjamin terpenuhinya kewajiban yang dapat diukur dengan uang dan timbul dari 

kewajiban hukum. Hukum jaminan berkaitan erat dengan hukum properti. Komposisi 

agunan dalam definisi ini mirip dengan Hartono Hadisoeprapto. Hartono 

Hadisoeprapto  berpendapat bahwa agunan adalah sesuatu yang diberikan kepada 

kreditur untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan melaksanakan kewajiban  

yang timbul dari eksposur dan dinilai dengan uang.
17

 

Akta kepercayaan adalah perjanjian hutang antara kreditur dan debitur yang 

menyertakan jaminan. Posisi garansi berada di bawah kendali pemegang garansi. 

Akan tetapi, untuk menjamin kepastian hukum kreditur, akta itu dibuat oleh notaris 

dan didaftarkan pada kantor pencatatan perwalian. Setidaknya ada dua orang yang 

menunjukkan kepada semua orang bahwa  tidak ada yang bisa mencapai kesepakatan. 

                                                           
16

Oey HoeyTiong, Fidusi∂ Seb∂g∂i J∂min∂n Unsur-Unsur Perik∂t∂n, (J∂k∂rt∂: Gh∂li∂ 

Indonesi∂, 1983).h∂l. 34 
17

S∂lim HS.Perkemb∂ng∂n Hukum J∂min∂n di Indonesi∂. (J∂k∂rt∂: R∂j∂w∂li Pers, 2014). H∂l. 

22 
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Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingannya 

sendiri tidak termasuk dalam ruang lingkup perjanjian. 

Pernyataan berikut berbunyi, “Hukum telah menciptakan kesepakatan antara 

pihak yang dijanjikan. Pemutusan jaminan fidusia oleh wali akan menyebabkan 

hilangnya jaminan wali. Artinya hanya penerima wali amanat yang dapat. Sebagai 

aturan umum, pelepasan mengarah ke alasan subjektif untuk wali, misalnya, debitur 

selalu tepat waktu dalam membayar utangnya dan memiliki niat baik untuk 

menghindari wanprestasi.
18

 

Menurut Salim, HS.
19

, Jaminan fidusia adalah kontrak lanjutan dari kontrak 

utama yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk dilaksanakan. Jaminan 

fidusia dikenakan dengan cara sebagai berikut. 

a. Diproduksi di Indonesia dengan notaris. Undang-undang penjaminan sekurang-

kurangnya meliputi:
20

 

1. Identitas Wali Amanat dan Wali Amanat  

 2. Tanggal kontrak utama untuk jaminan kepercayaan  

 3. Deskripsi barang-barang yang dititipkan klaim  

 4. Nilai terjamin  

 5. Nilai barang yang menjadi jaminan fidusia.  

b. Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah sebagai berikut.  

                                                           
18

Kh∂irin∂ N. K∂m∂ruz∂m∂n. B.Perj∂nji∂n d∂n J∂min∂n Fidusi∂.Perj∂nji∂n fidusi∂.. 2018. Vol: 

4. H∂l.1 
19

S∂lim, HS. Peng∂ntar Hukum Perd∂t∂ Tertulis (BW). (J∂k∂r∂a : Sin∂r Gr∂fik∂, 2003). 

H∂l.130-131 
20

 Gun∂w∂n Widj∂j∂. J∂min∂n Fidusi∂. (J∂k∂rt∂: PT R∂j∂Gr∂findo Pers∂d∂, 2001). H∂l: 9 
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1.  hutang yang  ada  

 2. Kewajiban Masa Depan Disetujui untuk Jumlah Tetap  

 3. Kewajiban dimana jumlah penyitaan ditentukan  berdasarkan kontrak induk 

dan kewajiban untuk melakukan jasa.  

c. Sebuah keamanan dalam kepercayaan dapat diberikan kepada lebih dari satu wali 

amanat atau agen atau agen wali amanat.  

d. Jaminan fidusia  dapat diberikan untuk satu atau lebih satuan atau jenis barang 

yang mengandung piutang, baik yang sudah ada pada saat jaminan diberikan 

maupun  diperoleh setelahnya. Kecuali jika disetujui lain, asumsi garansi untuk 

item atau klaim yang diperoleh kemudian tidak memerlukan kontrak garansi 

terpisah. 

Ada dua jenis garansi:
21

 

1. Jaminan Materiil yaitu Jaminan Kebendaan 

2. Jaminan Imateriil yaitu Jaminan Perorangan 

Jaminan fisik memiliki kualitas “fisik” dalam arti memiliki sifat 

mengutamakan, berpegang teguh pada, dan mengikuti hal tersebut. Dengan milik 

seseorang oleh  orang yang menjamin pelaksanaan kontrak yang bersangkutan. 

E.  Sertifikat Pendaftaran Jaminan Fidusia  

Jaminan pendaftaran fidusia adalah penyerahan secara fidusia atas suatu 

benda  dengan ketentuan bahwa benda yang dialihkan kepemilikannya  tetap berada 

dalam penguasaan  pemilik benda tersebut. Untuk melindungi hak kedua belah pihak 

                                                           
21

Ibid 
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dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan, maka semua 

barang yang dijadikan  jaminan fidusia harus didaftarkan. Pendaftaran sendiri 

dilakukan di Trust Registry (KPF) yang melapor ke Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia. Setelah terdaftar, KPF mengeluarkan sertifikat yang disebut  

Sertifikat Perwalian.
22

 

Pendaftaran barang jaminan ini juga sesuai dengan Pasal 11(1) Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia dan Jaminan), 

yang mengatur bahwa setiap benda yang mengandung kewajiban fidusia harus 

didaftarkan. Oleh karena itu, jaminan wali amanat dapat dipahami sebagai bukti 

pendaftaran agunan atas barang yang menjadi wali amanat dalam kontrak pinjaman 

dengan jaminan wali. Dengan demikian, seorang kreditur sebagai penerima fidusia 

dapat membuktikan bahwa ia telah mendaftarkan jaminan fidusia pada Badan 

Pendaftaran Wali Amanat (KPF) sesuai dengan pasal 11(1) Undang-Undang Fidusia 

dan Penjaminan.
23

 

Selain untuk melindungi kepentingan para pihak, penting untuk mendaftarkan 

objek jaminan kepada Otoritas Pendaftaran Wali Amanat (KPF) karena alasan 

berikut:
24

 

1. Jaminan kepercayaan dibuat dengan mendaftar ke Trust Registry (KPF).  

 2. Wali Amanat (kreditur) didahulukan dari kreditur lainnya.  

                                                           
22

Aprili∂ti.”Fungsi Sertifik∂t J∂min∂n Fidusi∂ Menurut UU No.42 T∂hun 1999 Tent∂ng 
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83 
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 3. Suatu ikatan fidusia akan terus mengikuti barang tersebut tanpa memandang 

kepada siapa ikatan fidusia itu tunduk.  

 4. Mematuhi prinsip publisitas dan profesionalisme yang mengikat dan berlaku 

bagi pihak ketiga.  

 

Tujuan Pendaftaran Wali Amanat Jaminan adalah untuk:
25

 

1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;  

2. Memberikan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia terhadap kreditur 

yang lain. 

  

Tata cara pendaftaran titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai 

dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang titipan dan tata cara 

pendaftaran titipan serta Peraturan Kabinet Nomor 86 Tahun 2000 tentang komisi 

penyiapan titipan adalah sebagai berikut.
26

 

1. Permohonan pendaftaran jaminan perwalian dilakukan oleh wali amanat, yang 

ditunjuk atau wakilnya di Kantor Pendaftaran Perwalian (KPF). Permohonan harus 

ditulis dalam bahasa Indonesia dan permohonan pendaftaran harus disertai dengan  

pernyataan pendaftaran wali. Deklarasi tersebut berisi:
27

 

a. Identitas Pemberi dan Penerima Wali Amanat.  

b. Kota, nomor akta, nama dan tempat tinggal notaris yang menerbitkan akta.  

c. Escrow menjamin tanggal kontrak utama. yaitu deskripsi barang jaminan yang 

ditanggung oleh wali amanat.  

e. Nilai yang dijamin.  

f. Nilai barang yang ditanggung oleh wali amanat.  

                                                           
25
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Permohonan itu dilengkapi dengan : 

1. Salinan akta notaris yang memberlakukan jaminan fidusia.  

 2. Surat Kuasa atau Surat Kuasa untuk mencatat jaminan fidusia.  

 3. Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia.  

 

2. Jaminan wali amanat dimasukkan dalam daftar perwalian oleh registri perwalian 

setelah menerima aplikasi untuk pendaftaran.  

3. Membayar biaya pendaftaran wali  

4. BAE akan menerbitkan Jaminan Wali Amanat kepada Wali Amanat dan 

menyerahkannya pada hari yang sama dengan penerimaan permohonan 

pendaftaran.  

5. Suatu ikatan fidusia timbul pada tanggal yang sama dengan tanggal  pendaftaran 

ikatan fidusia dalam  daftar perwalian. 

Permohonan untuk pendaftaran perubahan diajukan ke kantor pendaftaran 

wali amanat. Trust Registry akan memasukkan perubahan dalam Trust Register pada 

hari yang sama dengan tanggal diterimanya Permintaan Perubahan dan menerbitkan 

Deklarasi Perubahan yang merupakan bagian integral dari Bagian 16 dari Trust Deed 

of Guarantee, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999.
28

 

F. Kreditur dan Debitur 

1. Pengertian Kreditur dan Debitur 

UU No. 37 Tahun 2004 mengatur tentang kepailitan dan penundaan 

kewajiban membayar utang. Kreditur didefinisikan sebagai orang yang 

mempunyai utang yang dapat ditagih di pengadilan berdasarkan perjanjian atau 

                                                           
28R∂chm∂di Usm∂n. Hukum J∂min∂n Keperd∂t∂∂n.  (J∂k∂rt∂: Sin∂r Gr∂fik∂, 2008), H∂l. 152 
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undang-undang. Oleh karena itu, penjelasan Pasal 2(1) UU No. 37/2004 memuat 

pengertian bahwa kreditur dalam pasal ini adalah kreditur pesaing, kreditur 

prioritas, dan kreditur perorangan. Secara khusus, Anda dapat mengajukan 

kebangkrutan terhadap kreditur senior atau separatis tanpa kehilangan keamanan 

atau kepentingan prioritas Anda dalam properti debitur.
29

 

Pengertian kreditur dan debitur, yaitu kreditur, adalah  bank atau lembaga 

keuangan lain yang kepadanya suatu utang terutang atau yang telah jatuh tempo 

berdasarkan kontrak atau undang-undang. Debitur adalah orang perseorangan atau 

badan hukum yang diwajibkan oleh kontrak atau hukum kepada bank atau lembaga 

keuangan lainnya. Debitur pailit adalah debitur yang telah dinyatakan pailit 

berdasarkan penetapan pengadilan.
30

 

Konsep kreditur seringkali menimbulkan multitafsir. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1998 mengubah Undang-Undang Kepailitan Nomor menjadi 

undang-undang, tiga kreditur  dikenal dalam KUH Perdata sebagai:31 

1. Kreditur konkuren adalah  kreditur Paipassau dan kreditur pro rata. Dengan kata 

lain, kreditur menerima pembayaran sekaligus (tanpa  didahulukan) yang dihitung 

menurut besarnya  masing-masing utang, sebanding dengan jumlah yang terutang 

atas seluruh harta kekayaan debitur. Oleh karena itu, kreditur yang bersaing 
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memiliki kedudukan yang sama dalam membayar kembali utang dari harta debitur 

tanpa prioritas.  

2. Kreditur preferen, menurut undang-undang, adalah kreditur yang dibayar lebih 

dulu hanya karena sifat klaimnya. Kreditur preferen adalah kreditur yang 

mempunyai hak-hak khusus, yaitu hak yang menurut undang-undang diberikan 

kepada debitur pada tingkat yang lebih tinggi daripada debitur lain hanya karena 

sifat utangnya.
32

 

3. Kreditur separatis adalah kreditur yang berhak atas jaminan  yang signifikan, yang 

dikenal dalam hukum perdata sebagai gadai dan hipotek. Hak penting dari kreditur 

separatis adalah hak untuk  menjual atau merealisasikan agunan tanpa adanya 

putusan pengadilan (co-enforcement).33 

4.  Hak dan kewajiban kreditur adalah untuk memberikan pinjaman kepada  debitur 

dalam bentuk uang atau mungkin modal untuk  usaha  debitur atau keperluan lain 

yang  digunakan dari pinjaman. Dalam hal ini, hak kreditur berkewajiban untuk 

membantu setiap orang yang  melakukan pinjaman. Sebaliknya, kreditur berhak 

untuk menahan barang atau barang berharga milik debitur sebagai jaminan bagi 

kreditur untuk melunasi utangnya. 

Dalam hal jaminan fidusia, yang merupakan perjanjian khusus  antara obligor 

dan obligee untuk menyelesaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Adanya barang tertentu yang dijadikan jaminan penting, yaitu keamanan.  

                                                           
32
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 2. Jaminan pribadi atau pribadi, yaitu adanya orang tertentu yang dapat membayar 

atau melaksanakan kewajiban debitur jika debitur ingkar janji.
34

 

Hak dan kewajiban kreditur adalah  memberikan bantuan keuangan kepada 

debitur sebagai penjamin atau lembaga kredit. Debitur, apabila debitur tidak mampu 

melunasi utangnya, maka kreditur berhak untuk merealisasikan agunan tersebut 

dengan cara menjual agunan atau menyatakan debitur  pailit karena ketidakmampuan 

membayar utangnya. 

c. Hak dan Kewajiban Debitur adalah orang-orang yang terlilit hutang dan tugasnya 

adalah membayar debitur kepada kreditur. Selain itu, debitur  mempunyai 

kewajiban berupa  jaminan kepada kreditur sebagai jaminan utangnya, dan setelah 

debitur melunasi utangnya, debitur berhak menerima barang-barang sebagai 

jaminan pinjaman kepada  kreditur.
35
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum 

preskriptif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada 

norma hukum. Dalam studi ini, peneliti fokus pada sistem hukum positif dan prinsip-

prinsip hukum. Penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan karena tidak 

mengharuskan peneliti datang ke lokasi untuk memperoleh data. Peraturan 

perundang-undangan merupakan sumber data utama dalam penelitian kepustakaan 

atau preskriptif. 

B. Metode Pendekatan  

Dalam penelitian ini, dua pendekatan digunakan untuk mempelajari masalah 

pendekatan. 

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) 

Pendekatan legislatif dilakukan dengan mempertimbangkan semua peraturan 

perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang  dibahas. Hukum yang 

relevan dengan pendekatan penelitian ini adalah UU No. 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia. 

2. Pendekatan Kasus (Case Approach)  

Jenis pendekatan studi kasus adalah jenis pendekatan yang digunakan untuk 

menyelidiki dan memahami peristiwa atau masalah yang muncul dengan 
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mengumpulkan berbagai jenis informasi, memprosesnya untuk mendapatkan  

solusi dan mengklarifikasi Menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi.  

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Dokumen hukum primer adalah dokumen hukum otoritatif, yaitu dokumen hukum 

utama sebagai dokumen hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer 

meliputi peraturan perundang-undangan dan semua dokumen resmi yang memuat 

peraturan perundang-undangan. bahan hukum utama; 

a. UUD NRI 1945. 

b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 

c. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. 

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019. 

e. KUH Perdata. 

2. Bahan  hukum sekunder berasal dari undang-undang, kajian, buku-buku dan 

pendapat hukum dengan tujuan untuk mengambil, mempelajari dan menganalisis 

data yang relevan dengan analisis akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi 

tentang kepercayaan kreditur.Bahan hukum yang diperoleh atau diperoleh. 

D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

menelaah dan mencari dokumen-dokumen atau perpustakaan-perpustakaan yang 

bersifat informatif untuk memperoleh bahan hukum atau bahan tertulis lainnya yang 
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dapat dijadikan dasar pemikiran. Hal ini tentunya berkaitan dengan pertanyaan yang 

diteliti. , dimaksudkan untuk memperoleh konsep atau teori, informasi dan  pemikiran 

konseptual dalam bentuk hukum atau karya ilmiah lainnya.
36

 

E. Analisis Bahan Hukum 

Kami secara sistematis menganalisis data hukum yang diperoleh dalam 

penelitian ini dan menjelaskan masalah dalam penelitian berdasarkan fakta. Penelitian 

ini telah dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Artinya, menarik kesimpulan 

secara apriori dengan menganalisis, mengelaborasi, atau menggambarkan kondisi 

yang ada pada subjek penelitian dalam  bentuk teks tertulis berdasarkan fakta-fakta 

yang ada secara langsung relevan dengan penelitian. Dari argumen yang bersifat 

deskriptif, ia menarik kesimpulan umum ke kesimpulan induktif. Artinya, menarik 

kesimpulan dari argumen tertentu. Dalam hal ini, tujuan yang diinginkan dapat 

tercapai.
37
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